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BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
'NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

: | KEDUDUKAN, StISUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
- SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

" Menimbang :

‘Mengingat

KABUPATEN LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Qrgamssfm,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati; '

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu

menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Langkat;

. Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang — Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintzhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); '

7. Peraturan Pemerintsh Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Langkat dati wilayah Kodya Dati
II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati I Langkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas
wilayah Daerah Tingkat If Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat I
Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3323);

9. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 );

MEMUTUSKAN:

Mcgiptapkan ' PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG RINCIAN TUGAS,

FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT AN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘Dalam Peraturau ini yang dimaksud dengan @

Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

" Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalab Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

'Ka.Unit Pelaksana Teknis(Ka.UPT) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi
‘Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

Kelompok Jabatan Fungsiona! adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
‘Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Langkat.

Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Langkat.

'Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat.

BABH
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Perdagangan ‘dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan

__ Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Daerah.

(2) Dinas Perdagangan dan Pcrindusfriar’z yang sebagaimana di maksud pada ayat (1)

dipimpin olch kepala Dinas Dacrah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

' jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pcrdagangan dan Perindustrian sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan

. Pemerintahan yang menjadi Lkewenangan Daerah dan Tuges Pombantuan yang

)

-diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas
; : . D
Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi : yat )

- a ~ Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, perlindungan

konsumen dan kemetrologian serta teknologi industri dan perdagangan;

'b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

_perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan kemetrologian;

L Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perdagangan, perindustrian,

perlindungan konsumen dan kemetrologian;

d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya,



(1)

BAB IH
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perdagangan;

Bidang Perindustrian;

Bidang Perlindungan Konsumen;;

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional,

e RO T

Sekretatiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burufb, membawahi:

" a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3)
0

o)

' b. Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
a. Seksi Perdagangan dalam dan Luar Negeri;
‘b.’ Seksi Bina Sarana Perdagangan;

¢c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, membawahi:
a. Seksi industri kimia, agro dan hasil hutan;

b. Seksi industri logam,mesin dan elektronika;

‘¢. Seksi ancka industri dan Promosi.

‘Bidang perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
membawahi; '

. .a Seksi pemberdayaan konsumen;

M
‘Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

2)

b. Seksi pengawasan kemetrologian;
¢. Seksi bina sarana perlindungan.
Pasal 4
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin olch seorang
kepada Kepala Dinas.

'Bidang~bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan (5) masing-

- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya

' } _.berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,
e

Sub Bagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimpin oleh seorang Kepala

~ Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

“4)

Jawab kepada Sekretaris.

Scksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf a, b

- dan ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yan
: _ g dalam melaksanakan tugasnya berada
- dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, ¢



Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat, (2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) sebagaimana tercantum’ dalam lampiran yang merupakan bagian tak
- terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagiﬁn Pertama
Kepala Dinas

- Pasal 6

'Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas ~memimpin,
mengkoordinasikan menyiapkan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian, Perlindungan
Konsumen dan metrologi, Perencanaan, penataan serta Pembangunan Pasar berdasarkan
asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang ditetapkan oleh

- Bupatt;

‘Pasal 7

. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Peramusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang Perdagangan, Perindustrian
" Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan wmum dibidang Perdagangan,
Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
‘¢. Pembinaan dan penyuluhan dibidang Perdagangen, Perindustrian, Perlindungan
Konsumen dan metrologi; _
d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalain menyelenggarakan fungsi sebagaimena dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Dinas
~ mempunyai rincian tugas:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan membetikan arahan kepada
 sckretaris dan kepala bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPTPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana strategik kabupaten, kebijakan bupati dan
kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku:
~ b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sarana perdagangan, perindustrian,
. perlindungan konsumen dan Metrologi serta inovasi berdasarkan kewenangan yang ada
- sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
¢ Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang perdagangan,
- Petindustrian dan Perlindungan Konsumen dan Metrologi; __
d. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang
.tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perdagangan, Perindustrian ,
perlindungan konsumen dan Metrologi;
f. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang
Perdagangan dan Perindustrian;



g Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kogiatan dibidang
~ perdagangan dan Perindustrian;
. h. Menetapkan RKP dan RKA Dinas; ‘
i, Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
| (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD), Rencana
. Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
* Pelapon Anggaran Sementara (PPAS); ) )
Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perdagangan dan Perindustrian;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
perlu diambi} dalam bidang perdagangan dan perindustrian; - _
~ Mengkoordinasikan seluruh bawaban sesuai dengan bidang tugas masing-masing; _
m. Memonitor dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier; -
n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang
berlaku; - _
o. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk
" pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan
' ketentuan yang berlaku; .
. p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan
" berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun
berikutnya; .
q. Meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati yang scsuai dengan
.- bidang tugas dan fungsi dinas;
r., Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada bupati melalui sekretaris daerah
' sebagai pertanggungjawaban peiaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh scorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan
- opcrasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan
~melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi wusan umum dan
.kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

Pasal 10

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
. Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kenijakan teknis di bidang Umum, Kepegawaian dan
- bidang keuangan, penyusunan program dan Pelaporan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana keria anggaran di bidang Umum,
- Kepegawaian dan bidang keuangan, penyusunan program dan Pelaporan;
¢. Pengkoordinasian dan' sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang
Kesckretariatan, bidang Perdagangang, bidang perindustrian, bidang perlindungan
konsumen dan Metrologi ; .
Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Peragangan dan Perindustrian
Penyusunan laopran kinerja program Dinas Perdagangan dan perinduatrian;
. Pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinesja di bidang
Kesekretariatan, bidang Perdagangang, bidang perindustrian, bidang perlindungan
. konsumen dan Metrolagi; .
h. lf:embmaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub
agian; -

@ e o



i. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;dan

j.. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat,

Pasal 11

- Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris

mempunyai rincian tugas:

.

b

Menyusun merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum  dan
Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta kenangan;
Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum,

. kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kevangan;

C.

d.
.

3
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Sekretariat terdiri dari ;

-Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang

tugasnya;
Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;

Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi
dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta ;jumah tangga Dinas;
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;

.. Menyelenggarakan perawatan/pemelibaraan perlengkapan peralatan Dinas;
' Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan

Dinas;

' Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA),

Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

' Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIMD), dan Penetapan Kinerja Dinas;

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Sekretariat; - _ .
Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintal/ Organisasi Perangkat Daerah

~(OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

Menilai prestasi keria bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier; '

. P'éngkoodinasian pengelolaan vrusan surat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan,

keprotokolan dan administrasi perjalanan Dinas

Menghimpun data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

Menyusun laporan realisasi anggaran Sckretariat;

Menyusun laporan kinerja program Sckretariat

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan,

Pasal 12

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawajah

-~ b Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian, dengan tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan
sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas,
pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.



Pasal 14

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawatan dalam melaksapakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub Bagian Umum mempunyat tugas :

~a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
b. Melaksanakan program kerja sub bagian;dan
¢. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam
~ lingkup Sub Bagian; dan
" d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi scbagaimana dimaksud Pasal dalam 13 Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a.” Menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian; -
'b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, admuush*pm
- barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian

kendaraan;, _

Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;

Melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengeiola, dan

menyimpan data kepegawaian Dinas;

' Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat,
gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti
- pendidikan pelatihan kepegawatian;
{. . Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat
- cuti Pegawai Dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan
: Dinas; '
i. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan
. dankendaraan Dinas;

. J.  Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat,
- gaji berkala dan administarsi pensiun;

- k. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Uratan Kepangkatan (DUK) dan bahan

~ - pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap pegawai; _

1. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

B RN

- m. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain

n. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan
scbagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
0. Mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
- p». Menyusun laporan hasil kogiatan Sub Bagian;
g. ‘Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya:dan
r. ' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 16

~{1) Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
' Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi
petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan
_keuangan, penyusunan program, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka

- pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



(2} Kepala - Sub Bagian Kevangan Pepyusunan Program dan Pelaporan dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kenangan

" dan Penyusunan Program. mempunyai fungsi :

ae o

Penyusunan rencana program kerja sub bagian;

Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

Pelaksanaan pelaporan kegiatan sub bagian;

Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalamn
_ Hingkup Sub Bagian; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

" Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sub Bagian

- Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai rincian tungas:

™0 A TR
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Menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian;

Membuat daftar usulan kegiatan;

Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

‘Mengendalikan rencana tahunan;

Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas;

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;

Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;

‘Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum:;

. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

Meclaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

. Mengajukan Surat Permintaah Pembayaran (SPP) untuk pengisian kas, Surat

Permintaah Pembayaran (SPP) beban tetap dan Surat Permintaah Pembayaran (SPP)
gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan ketja perangkat daerab/lembaga
teknis dacrah yang ditctapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati);

Memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

. pegawat yang mutasi; -

-

-]

Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan
jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

- Melaksanakan kegiatan mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggung jawaban
(SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada Staf:

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier;

Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
Membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



Bagian Ketiga
BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 18

| Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawsh dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelojaan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan.

Pasal 19

Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
' Pasal 16 Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

A

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar
Negeri, Bina sarana perdagangan dan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan
pokok dan penting; o

Pengelolaan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perdagangan dalam
dan luar negeri, Bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuban
pokok dan penting; o
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negen, Bina
sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan pentmng;

. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalem

dan luar negeri, Bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan
pokok dan penting;

Penataan, Pengembangan, Pembangunan Pasar; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Bidang
Perdagangan mempunyai rincian togas :

a

Menyusun rencana dan program kerja di bidang perdagangan dalam dan luar Negeri,
bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan
penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Bidang Perdagangan;

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan perdagangan;

. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan

pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, bina usaha, sarena dan prasarana,
serta pengadaan dan penyaluran;

‘Melaksanakan Penataan, Pengembangan dan Pembangunan Pasar;

Mengelola penyediaan bahan masukan, sosiatisasi, fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan
monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi eksport dan impor sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan negeri;
Mengelola penyediaan bahan kebijakan pengembangan cksport dan import skala
Kabupaten; -

;. Melaksanakan pembinaan pengclo?aan gudang dalam rangka memperoleh akses

pembiayaan resi gudang; -

.. 'Membina dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku

pasar lelang skala kabupaten;
Membina dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi

. di wilayah Kabupaten;
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. 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi
- pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
‘m. Mengelola dan pelaporan sistern informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha
_ di sektor perdagangan skala kabupaten;
n. Melaksanakan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan
penting lainnya;
o. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait Iain dalam memperlancar pelaksanaan
" tugas kedinasan;
p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
-+ (DPA) Bidang Perdagangan;
- q. Menilai hasit kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan
' mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan kepada Atasan;
s.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuat ketentuan
yang berlaku; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 21

Bidang Perdagangan terdiri dari :

a.  Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

b. Seksi Bina Sarana Perdagangan;

¢. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan pokok dan Penting

Pasal 22

'Scksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Scksi yang
 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perdagangan dan
" perindustrian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan

teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

 Pasal 23

- Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Sekst Perdagangan dan Luar Negeri mempunyai
fungsi: - .

a ;enye!enggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perdagangan dalam dan luar
‘Negeri; -
b. -Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, pembinaan dan pengemban
B » an
‘perdagangan dalam dan luar negeri; :
c. ll:]enyc!enggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar
egeri.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi
~ Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas :
a. Menyusun rencana dan program ketja Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
. scbagai pedoman pelaksanaan tugas;
: b Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
pengembangan urusan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
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c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan

. - pengembangan urusan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

'd. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi
-pasar dan stabilisasi harga,

‘e. Melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi
gudang;

f. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap

.. penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;

g. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan eksport dan impor dacrah
serta kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan
kerjasama dengan dunia usaha di bidang eksport dan import;

. h. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang cksport dan import;
Memproses Pemberian Rekomendasi atau Usaha Perdagangan
" Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang eksport dan
.- import. .
Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan bidang eksport dan import;
Memberikan masukan, . sosialisasi;. fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan
pelaporan, penyediaan informasi potensi eksport dacrah sebagai bahan pertimbangan
‘perumusan kebijakan;

m. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang Informasi
. Harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis;

‘n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok

" dan barang strategis serta penyusunan prognosa kebutuhan pokok;

0. Melaksanakan monitoring dan laporan harian harga sembilan baban pokok dan barang

- strategis; - -

'Membuat peta informasi rantai pasok komoditi strategis, sarana dan prasarana logistik;
‘Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah/operasi pasar dalam menghadapi
hari-hari besar keagamaan;

r. Melaksanakan promosi Internasional demi meningkatkan volume eksport ;

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
~ t. " Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasii kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;
~u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri
 kepada Atasan;
v. . Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku; dan

w. ;\_Aeial_csanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

ungsinya,

s ™ it

LB

Pasal 25

B Seksi Bina Sarana Perdagangan dipimpin oleh scorang Kepala Sclsi yang berado dibawah
dan benan.ggung jawab kepada Kepala Bidang perdagangan dan perindustrian yang
mempunyai  tugas quok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan teknis dan
penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan

~ sarana perdagangan.

| Pasal 26

: Képala Seksi Bina Sarana Perdagangan dalam melaksanakan tugas i
K _ pokok sebagaimana

dxmaksuq dalam Pasal 23 Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai fungsi: ;

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina sarana perdagangan;

- b.  Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencna kerja anggaran di bidang
o bina sarana Perdagangan; : i
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:'P'enyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang bina sarana perdagangan

Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran scksi bina sarana
perdagangan; | .

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi bina sarana perdagangan;
Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan sarana perdagangan;

" Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan

. bidang tugasnya.

 Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Seksi Bina
 Sarana Perdagangan mempunyai rincian tugas :

8.

b

Menyusml rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan perumusan perencanaan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
pengembangan urusan Bina Sarana Perdagangan;

Menyiapkan bahan perencanaan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan

. pengembangan urusan Bina Sarana Perdagangan;

Melaksanakan pengolahan dan analisis data sarana perdagangan; .
Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian

© ‘serta pengembangan sarana perdagangan;

Menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam
pelaksanaan pembinaan iklim usaha yang kondusif ;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan

. penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan skala nasional;

e

'.=_'-5

. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan
. potensi usaha di sektor perdagangan;

Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi revitalisai pasar tradisional;

Melaksanakan pembinaan dan penyiapan hahan pasar modern;

Menyelenggarakan urusan pasar dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penclitian
dan pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku;

. Mengumpuikan, mengolah/menganalisa serta menetapkan jumlah/besarnya retribusi

penggunaan sarana dan prasarana pasar;

. Melaksanakan proses penetapan dan target retribusi;
- Melaksanakan Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana Pasar dalam memproses Surat

. Keterangan Tempat Berjualan (SKTB) untuk menempati kios dan Lods sarana pasar

lainnya;

. Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;

Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Seksi Bina Sarana Perdagangan;

Menilai hasil ketja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerj
untuk bahan pengembangan karier; e
Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan bina sarana perdagangan kepada
Atasan;

.- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan

yang berlaku; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

- Pasal 28

Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bafang Kebutuhan Pokok dan Penting dipimpin oleh
- seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
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perdagangan dan perindustrian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan
evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan
. penyaluran.

Pasal 29

Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dalam
‘melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Seksi Pengadaan dan
- Penyaluran mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengadaan dan Penyaluran

Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
b.. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograin dan rencna kerja anggaran seksi
Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;

¢. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan seksi Pengadaan dan Penyaluran

 'Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;

'd. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Pengadaan dan
Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;

'¢. Penyiapan bahan penyusunzn laporan kinefja program seksi Pengadaan dan
~ Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;

f  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan
. bidang tugasnya.

Pasal 30

,Dal,am menyelenggarakan fungsi sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Seksi
- Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai rincian

© tuges:

.a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadasan dan Penyaluran Barang
-Kebutuhan Pokok dan Penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
__ pengembangan urusan Pengadaaan dan Penyaluran,

¢. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan
-~ pengembangan urusan Pengadaaan dan Penyaluran;

.d' Menyusun petunjuk teknis pengadaan dan penyahman barang pokok, barang penting

~ dan barang strategis;

~e. Memantau perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang

.. strategis; - L

| £ Mc;.(lall(csanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan
-~ pokok masyarakat dan barang strategis serta kerjasama dunia usaha dibidang

- pengadaan dan penyaluran; & Sies “ dengan dib

g. Mengelola data perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang
- strategis; '

h. Menyiapkan baban pengendalian dan stabilisasi ketersediaan barang penting

' barang strategis; : - dan
i.  Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan

. dan kebutuhan barang strategis; e pokok masyarakat
'j. . Menyusun rencana perkiraan kebutuhan bahan kebutuhan i
SERrelse pokok dan barang strategis

k. 'Membina kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidan

! . g pengadaan dan penyaluran;

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan "

o | . erj bi dan

m. Melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negert;
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Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku;
Melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan penmyaluran barang di tingkat

. distributor dan pengecer;

Memantau penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang strategis untuk mencegah

" terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga;

Mengolah data hasil survei untuk menghasilkan data dan informasi pasar agar
diketahui perkembangan kebutuhan komediti yang terbaru;

' Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya

uniuk bahan pengembangan karier;

. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengadaan dan Penyaluran kepada
Atasan;
' Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas’kegiatan sesuai ketentuan

yang berlaku; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Ketiga
Bldanggllfenndnstmn

. Pasal 31

(1) Bidang Perindustrian diplmpln oléh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelengparaan tugas di bidang
Perindustrian meliputi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Industri

- Logam, Mesin dan Elektromka serta Ancka Industri , Sumber Daya Mineral dan
_Promosi,

(2) Kepala Bidang Perindustrian dalam ﬁ:elaksanakaﬂ tugas pokok scbagaimana dimaksud

- dalam Pasal 29 Bidang Indusiri mempunyai fungsi:

~ 'Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

a.
~ b. Pengevaluasian pelaksaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

. program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang;

c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non

- struktural dalam lingkup bidang; -

d. Pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari

. alternatif pemecahannya;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lamnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

bidang,

Pasal 32

* Dulam menyelenggarakan fungsi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bidang

Perindustrian mempunyai rincian tugas:

a,.
b.
C.

Menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

‘Mengkoordinasikan tugas—tugas internal di lingkup Bidang Perindustrian;

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyclenggaraan

. urusan perindustrian;

- d

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan

- pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, ancka

' industri Sumber Daya Mineral dan promost;
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" ¢. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika , aneka
~ industri Sumber Daya Mineral dan promosi;
'f. Menyelenggarakan pendataan potensi industri kimia, agro dan hasil hutan, logam,
. 'mesin, elektronika , dan aneka industri Sumber daya mineral dan Promosi;
© g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri kimia, agro dan
hasil hutan, logam, mesin, elektronika Sumber daya mineral dan aneka industri;
h. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga
keuangan bukan bank di kabupaten untuk skala tertentu scsuai peraturan perundang-
- undangan; ' _
i Mehyeglaennggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya
' sinkronisasi kegiatan; )
j. Mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan,
" pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam,
* mesin, elektronika , dan aneka industri; E
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang
Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya;
[. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
.- (DPA) Bidang Pefindustrian;
"m. Mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
. pedoman dan ketentuan yang berlaku;
n, Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan
' mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
0. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
p. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling
. mendukung;
q. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
' T. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
~'tugasnya;dan :
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

_ Pasal 33
‘Bidang Perindustri terdiri dari : _

a. ~ Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;

¢. . Seksi Aneka Industri dan Promosi ;

_ . Pasal 34
. Seksi Ind-ustri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
. berada d.:b.awah dan bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Perindusttian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri
~ kimia, agro, dan hasil hutan. :

Pasal 35

._ l(cpala Seksi I’ndustri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Scksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
mcmpunyai fungsi:

a. Pg:;rusxman bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri

kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan ;

_.b.- Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia,
, Sumber daya mix_xeral dan hasil hutan; e
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b.

v

Pélaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri
Kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil butan; )
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuat dengan tugas dan

fungsinya;

Proses Pemberian Rekomendasi bahan Sumber Minera!.
I. Pasal 36

" Dalain menyelenggarakan fungsi scbagaimana dimaksud Pasal 34 Kepala Seksi Industri
‘Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas :

a.' Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Kimia, Agro, Sumber daya

mineral dan Hasil Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

'Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
* pengembangan urusan industri kimia, agro dan basil hutan;

Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan
pengembangan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan; - o
Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas

. Kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang

industri kimia, agro dan hasil hutan;

‘Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di

Kabupaten yang menyangkut industri kimia, agro dan hasil hutan;

Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagi pengrajin industri kimia, agro dan hasil hutan;

Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang
menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasi] hutan;
Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi

. pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro
“sumber dan hasil hutan; '
" Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penclitian, pengembangsn dan

penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro, dan hasil
‘RHutan;

Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang
menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan;

‘Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi
industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang
menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

" Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;

Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan ketjasama pengembangan industri
melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta
sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral
dan regional yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

. Menyusun babai-tahail dan iclaksanakan pembinagn ayoslasl mdusul/dewan tingkat

kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang
mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang industri kimia,

‘agro dan hasil hutan; .

Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat

-Kabupaten dan baban-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor

perindustrian yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
Menghimpun, menyusun, membina dan mengawasi dan melaporkan hasiinya terhadap

. pelaksanaan kegiatan Sumber daya mineral ;
. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
~ (DPA) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya

~ untuk bahan pengembaqgan karier;
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s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan
o urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan kepada Atasan;

't.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan
- yang berlaku; dan
-4, . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

B f,ungsmya
Pasal 37

Sekm Industri Logam, Mesin, dan Elektronika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang
.mempunym tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri
logam, mesin, dan elektronika .

Pasal 38

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika dalam melaksanakan tugas pokok
, sebagatmana dimaksud dalam Pasal 37 Scksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
mempunyal fungsi:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri
;. logam, mesin, dan elektronika ;
b, Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan
- elektronika;
c.  Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri
logam, mesin, dan elektronika ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
. fungsinya.

Pasal 39

~Dalgm menyelengparakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Kepala Seksi
Industri Logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai rincian tugas :

- a, Menyusun rencana dan program kerja Seksi Indusiri Logam, Mesin, dan Elektronika
" sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
- péengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
¢. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan
- pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elekironika ;
' d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas
Kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan
- industri logam, mesin, dan elektronika ;
¢.  Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan
- borikat yang mcnyangkm urusan perindusitian bidang garapan induseri logam, mesin,
dan clektronika ;
f. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangke pengembangan IKM di kabupaten
- yang menyangkut urusan perindustrian bidang parapan industri logam, mesin, dan
- . . e¢lektronika ;
‘#1. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan
- penndustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi
- pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin,
dan elektronika ;
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i, Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian,

pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang
menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;

~ j. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi

industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang
menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;

k. .Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri

" melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta
sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas scli:toral
dan regional yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;

'I. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat

Kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi seria potensi/profil sektor
perindustrian yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
m. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertiftkasi HAKI; '
Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat
Kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang
mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan industri
" logam, mesin dan elektronika;
0. Menghimpun, menyusun bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksapaan wmgas
desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten yang

=

' . menyangkut bidang garapan industri logam, mesin dan elektronika ;
. p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;

: q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan

urusan industri logam, mesin, dan elektronika kepada Atasan; . _

r. 'Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; _

8. Melaksanakan evaluasi-dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku; dan '

't Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

- fungsinya. - '

Pasal 40

Scksi Aneka Industri dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi,

_ dengar{_ tugas _menyus’un rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, manajemen
. usabha industri serta analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama dibidang dunia usaha

ancka industri, metaksanakan togas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 41

Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

* dimaksud Pasal 38 Scksi Aneka Industri dan Promosi mempunyai fungsi:
a Pengumnpulan bahan dan penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman

pembmaan kegiatan usaha dibidang aneka industri;
h. ’Pen}'lapl}.n pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, usaha dan
produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang aneka industri;
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Pasal 42

 Dalam menyelenggarakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Seksi
Aneka Industri dan Promost mempuryai rincian tugas :

- a

b.

c.

Menyusun rencasa dan program kerja Seksi Aneka Industri dan Promosi sebagai
. pedoman pelaksanaan tugas;
. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan

pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;
Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan
pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;

" Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas
. Kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan

Aneka Industri; _
Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan
berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;

. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten
'yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;

Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan
perindustrian bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;

‘Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi
 pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Ancka Industri dan

Promosi;

Menyusun bahan-bahan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi,
pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang
menyangkut bidang garapan Ancka Industri;

Melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran,

 pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia;

Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang
menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;

Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi
industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang

- menyangkut bidang garapan Ancka Industri dan Promosi;
. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri
_ melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta

sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, ketjasama lintas sektoral
dan regional yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat

_ Kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor
- perindustrian yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri; :

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi dan metoda pengkaji

dan identifikasi sasaran obyek pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding,
magang dan Kebutuhan sarana peralatan industri bagi pelakn IKM menyangkut bidang

. garapan Aneka Industri;

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan balai
penelitian dan pengembangan menyangkut bidang garapan Aneka Industri;

. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi, metoda, pengkajian,

identifikasi dan klasifikasi peningkatan mutu hasil produksi, pencrapan standard mutu
produk dan inovasi tekhnologi menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengujian
muh: standard dari hasil industri menyangkut bidang garapan Aneka Industri;

. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKY; ,
. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Seksi Aneka Industri;
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"u. Meinberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan
- urusan Aneka Industri dan Promost kepada Atasan; :

-v. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dap mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;

_ w. ‘Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku; dan

'x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan

. fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 43

Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
' melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan pengembangan Standamisasi, Perlindungan
 Konsumen dan Kemetrologian serta menyiapkan bahan perencanaan dan program, bahan
" pérumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia dalam pengawasan barang beredar dan jasa serta bina
‘sarana kemetrologian;

Pasal 44

" Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana
. dimaksud dalam Pasal 43 Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang standarnisasi dan perlindungan
. konsumen;

b. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis mengenai standarnisasi dan perlindungan

. konsumen;

¢. Penyusunan bahan konfirmasi mengenahi standarnisasi dan Mutu Barang;

" d. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan penyusunan pedoman terkait standarnisasi dan
perlindungan konsumen;

e. Pemantauan, pengawasan barang beredar dan jasa serta evaluasi penerapan standarnisasi

~ dan kegiatan perlindungan konsumen;

- f. Pelaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuwai tugas pokok dan

fungsinya;

Pasal 45

' Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kepala Bidang

Pcrlir_;dungan Konsumen mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang perlindungan konsumen sebagai pedoman
pelaksanaan tugas; : :
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tcknis sebagai pedoman pengelolaan dan
~ pengembangan urusan perlindungan konsumen;
¢. Menyusun petunjuk/pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis serta pedoman
‘" 'pembinaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen;

. d. Memberikan bimbingan teknis pembinaan mengenai standamisasi dan perlindungan

~ konsumen,
€. ‘Menyusun bahan konfirmasi mengenai standarnisasi dan perlindungan konsumen;
. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan penyusunan pedomsan terkait
~ standarnisasi dan perlindungan konsumen
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g, Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penerapan standamisasi dan
. kegiatan perlindungan konsumen;
h. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- (DPA) Bidang Perlindungan Konsumen;
i, Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/opd lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan,
' Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
Merilai hasil kerja kepala scksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan
. mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
. }. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m, Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perlindungan konsumen kepada
" atasan;
... Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesual ketentuan
yang berlaku; dan
0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

?r".—°

Pasal 46

Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Konsumen

b. Scksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
c. Seksi Bina Kemetrologian.

Pasal 47

Seksi Pemberdayaan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah

- dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen yang mempunyai
tugas pokok Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman,
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.

Pasal 48

Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 47 Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai fungsi:
.a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen berdasarkan kebijakan
. Bidang; '
-b. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Konsumen;dan
‘¢ Pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 Kepala Seksi
Pemberdayaan Konsumen mempunyai rincian tugas :

. "a. Menyusun rencana dan pro kerja sekst pemberdayaan k i
g - gram kerj p y onsuinen sebagai pedoman
- b. Menyiapkan bahan permmusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
. pengembangan urusan pemberdayaan konsumen;
G fenyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan
pengembangan urusan pemberdayaan komsumen;
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™o

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dibidang pemberdayaan
konsumen

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan konsumen
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdayaan konsumen; o
Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan, sosialisasi dan publikasi tentang

perlindungan dan pemterdayaan konsumen;

Menyustn bahan untuk pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan pe_r]indlmm dan
pemberdayaan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan dilaksanakannnya

" kewajiban konsumen dan pelaku usaha;,

0.

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang perlindungan dan pemberdayaan

. konsumen : ] )
.. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan
_ dan pemberdayaan konsumen;

Menyiapkan bahan pengusulan dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). -

" Menyiapkan bahan fasilitasi dan penerimaan keluhan atau pengaduan konsum?n dalam
" menyelesaikan sengketa konsumen bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), instansi dan badan penyelesaian sengketa

konsumen.

. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan

(manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi
informasi dan elektronika; '

.. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi,
" analisa penyelenggaraan perlindungen konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku

'usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan kosumen;
Menyiapkan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang
kerja- sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan dan

' pemberdayaan konsumen, bimbingan konsumen dan pelakn usaha, fasilitasi

kelembagaan pemberdayaan konsumen; .

© Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan kosnumen,
bimbingan kosumen dan pelaku  usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan

- konsumen; _
 Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
' peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

Menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi dibidang pemberdayaan
konsumen,; .
Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA) seksi pemberdayaan konsumen;

Menilai hasil ketja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
antuk bahan pengembangan karier:
Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemberdayaan konsumen kepada

" atasan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporén pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku; dan

Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan konsumen

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Seksi ‘Pengawasan Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berade

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen yang
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 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan ke_bijak.zn, _penyusunan
* perdoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis,

_ serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan barang beredar dan jasa.

Pasal 51

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian dalam melaksanakan tugas pokok.sebagaimana

a.
b.

c.

dimaksud dalam Pasal 48 Scksi Pengawasan Kemetrologian mempunyai fungst:

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan

“Kemetrologian; :

Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dibidang
Pengawasan Kemetrologian;dan _ . .
Penyiapan bahan bimbingan teknis dan ecvaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang
Pengawasan Kemetrologian.

Pasal 52

_.Dlalalln menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kepala Seksi

Pengawasan Kemetrologian mempunyai rincian tugas :

a

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Kemetrologian sebagai

. pedoman pelaksanaan tugas;

b.
-~ pengembangan urusan Pengawasan Kemetrologian; _

- Meéngkootdinasikan tugas—tugas internal di lingkup Seksi Pengawasan Kemetrologian,

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan Pengawasan Kemetrologian;

Melakukan pengawasan tethadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang
diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;

Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan

. -pengawasan;

Melakukan Pengawasan serta penegakan hukum;
Melakukan pengawasan kebenaran label dan kebenaran kwantitas BDKT yang beredar
maupun yang siap edar;

. Melakukan Pengawasan Kemetrologian serta penegakan hukum skala kabupaten;
' Melakukan sosialisasi kebijakan Pengawasan Kemetrologian skala kabupaten;
-Menyiapkan bahan koordinasi dan Pengawasan Kemetrologian dengan lembaga dan

.'ipstansi terkait; : '
Menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi dibidang Pengawasan
Kemectrologian;

. Melaksanakan pengawasan atas pendaftaran petunjuk penggunaan/ manual dan kartu

garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika a;
Melaksanzkan pengawasan mutu dagangan PKT dan pedagang informal;
Menyiapkan laporan kinerja program dibidang Pengawasan Kemetrologian;

.. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
. (DPA) Seksi Pengawasan Kemetrologian;

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengawasan Kemetrologian kepada
Atasan; : o :
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas’kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku; dan
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't. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 53

""Scksi Bina Sarana Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
. yang ‘mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan
perdoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis,
serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang bina sarana kemetrologian.

Pasal 54

.. Kepala Scksi Bina Sarana Kemetrologian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
- dimaksud Pasal 53 Seksi Bina Sarana Kemetrologian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
. b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
¢. ~Pémbinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan
"datam lingkup seksi;
'd. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
‘¢. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 55

'Dalsm menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kepala Seksi Bina
Sarana Kemetrologian mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Sarana Kemetrologian sebagai
N pedoman pelaksanaan tugas; .
b, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan
- pengembangan urusan bina sarana kemetrologian;
c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis scbagai pedoman penyelenggaraan
. urusan bina sarana kemetrologian;
d. Mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
Melakukan pendataan kepemilikan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapan);
Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap penggunaan alat UTTP;
Melaksanakan registrasi dan perizinan terhadap produsen alat UTTP;
- Melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah dibidang metrologi;
‘Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
wuntuk bahan pengembangan karier;
k. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
ll .(DI;aAk) Sekst Bina Kemetrologian;
.~ Melakukan koordinasi, pengawasan dan razia terhadap penggunaan
Timbang, dan Perlengkapan; PP elat Ul ol
. om. idlemberikan saran dan pertimbangan teknis urusan bina sarana kemetrologian kepada
.0, Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan sesuai ketentuan
... yang berlaku; dan :
e Xelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepata Bidang sesuai dengan bidang
gasnya.

™

Trme
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 56

(1) UPTD adalah Unit pelaksana teknik Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang
- mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas teknis operasional Dinas Perdagangan
. dan Perindustrian;

' (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
' jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

(3 Pengaturan tentang UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengenai no;menklatur,
jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang —undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN
Pasal 57
' .(I_) " Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jabatan eselon H b atau
" jabatan pimpinan tinggi pratama,
(2) . Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian, merupakan jabatan csclon I a; atau
jabatan administrator

(3) . Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jabatan
. eselonIllb atau jabatan adminisirator;

(4) ' Kepala Sub Bagian, Kepala Secksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
- .. Perdagangan dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan
' pengawas; -

Pasal 58

‘Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada Dinas Perdagangan dan
' Perihdustrian terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. :

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 59

(1) }abatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

' (2) Kélompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
sesuai dengan keahtian dan kebutuhan;

(3} Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
‘dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
. fingsional senior yangditunjuk oleh Kepala Dinas;

" (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
" (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang beriaku;

(7) Pembinaan  terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V1
TATA KERJA

© Pasal 60

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
. sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
" maupun dengan lembaga teknis lainnya.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleb Bupati.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewzglban
' memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 61

(1) ‘Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
~ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan
‘Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPY) Bupati sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan dan
. Perindustrian berkewajiban:

‘2. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perdagangan
-+ dan Perindustrian, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja
- Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai
tizgas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3

~b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertan,
jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;

“¢. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan

' . pencapaian tujuan organisasi.

(3) Laporan .seb.agz?imma' dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan'
C llaporan tiap jenjang jabatan s;bagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
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Pasal 62

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemmdnhan dan
pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupa_ti Langkat Nomor 43 Tahun
2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pexmc.iustnan dan Perdagangan
Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) 'Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati; .

(3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjad.i lingkup kewenangan
Dinas Perdangangan dan Perindustrian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Dinas;

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal If Desember 2016

BUPATI LANGKAT,
ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal K, Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
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